Menimbang :

Mengingat :

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 11 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

bahwa tempat pelelangan ikan di kota Ambon yang
disediakan oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu
sumber pendapatan daerah yang potensial bagi daerah;

bahwa potensi sebagaimana dimaksud pada huruf a harus
dimanfaatkan secara komersial dan hasilnya harus
dipergunakan bagi kepentingan penyelengaraan
pemerintahan, pembangunan dan meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat;

bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) memberi
kewenangan bagi daerah untuk melakukan pemungutan
Retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebagai salah satu jenis
retribusi jasa usaha,;

bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a,
huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam

- Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1645);

Undang-undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina
Hewan, lkan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Repubik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3482);



Undang-undang Ndmbr 31 tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4433);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubik
Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

'4548); sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 359, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan
Retribusi daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1995 tentang
Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak
Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri

-A(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
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Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 809);

Peraturan Perintah Nomor 13 Tahun 1997 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kota Daerah Tingkat II Ambon
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun
1984 tentang Pengelolaan Sumber daya Alam Hayati di Zona
Ekonomi Eklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3275);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Perintahan antara Pemerntah,
Pemerintah Dearah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 82Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);



11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 69 tahun
2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor
119), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

12. Peraturan Daerah Nomor - 7 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Ambon
(Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor - 7 seri
E Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 229);

: ‘Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

Dan
WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT

PELELANGAN IKAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM :
Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

N

Kota adalah Kota Ambon.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Ambon.

Walikota adalah Walikota Ambon.

Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon.
Pelabuhan Perikanan Nusantara adalah tempat yang terdiri atas daratan
dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat
kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang
diperlukan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan
atau bongkar muat ikan dan dilengkapi dengan fasilitas keselamatan
pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Pangkalan Pendaratan lkan yang selanjutnya disingkat PPl adalah tempat
yang ditunjuk sebagai tempat kapal/perahu perikanan berpangkalan
untuk melakukan pendaratan hasil tangkapan, mengisi perbekalan, atau
keperluan operasional lainnya.

Tempat Pelelangan lkan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat
yang disediakan atau dibangun oleh Pemerintah daerah untuk
menyelenggarakan pelelangan ikan.

Pelelangan ikan adalah penjualan ikan di hadapan umum dengan cara
penawaran meningkat dan penawaran tertinggi sebagai pemenang.
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Juru lelang adalah orang yang dipercayakan untuk melakukan penjualan
terbuka dengan penawaran harga secara tertulis dan atau li
s€makin meningkat atau menurun untux mencapai harga tertinggi yang
didahului dengan pengumuman lelang.

Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya baik sebagian maupun
seluruhnya didasarkan atas hasil penangkapan ikan di laut.

Pemilik kapal adalah orang yang memiliki kapal yang secara khusus
dipergunakan  untuk menangkap : ikan termasuk . menampung,
menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan
daerah sebagai pembayaran atas Jasa dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi  tempat pelelangan ikan adalah pembayar
pelelangan ikan yang diambil atau dikelolah oleh
Ambon.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk
Pemungut atau P€motong retribusi.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertenty yang merupakan

batas waktu bagi wajib tetribusi untuk memanfaatkan izin pelelangan
ikan. :

an atas tempat
Pemerintah Kota

g selanjutnya dapat disingkat
SPRD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk
melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar
perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan
Perundang-undangan retribusi daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD
adalah surat keputusan yang menentukan besar jumlah retribusi yang
terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya
jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah
kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi
dan jumlah yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan,
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan

surat untuk melakukan tagihan retribusi dan at
berupa denda.

Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah surat
keputusan keberatan terhadap SKRD atau dokumen
dipersamakan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

Bakul adalah tempat ukuran yang dipakai untuk membelj ikan secara
lelang di tempat pelengan ikan.

Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan

Sérta penyediaan fasilitas ditempat Pelelangan Ikan yang disediakan
Pemerintah Daerah.
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. Bendahara Khusus Penerimaan adalah Bendahara khusus penerimaan

pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon.

. Pembantu Bendahara Khusus Penerima adalah Personil pada Dinas

Kelautan dan Perikanan yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan
dan menyetorkan hasil pungutan retribusi kepada bendahara khusus
penerima Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon.

Pemeriksaan adalah serangkaian = kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam

rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah
berdasarkan peraturan daerah ini.

- Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian

tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai  Negeri Sipil, yang
selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Objek Retribusi Tempat Pelelangan lkan adalah penyediaan tempat
pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kota untuk
melaksanakan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas
lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

Subjek Retribusi orang pribadi atau badan yang dapat retribusi.

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Tkan dipungut retribusi atas setiap

pelayanan di tempat pelelangan ikan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas
lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

Pasal 3

Yang menjadi Objek Retribusi adalah penyediaan tempat pelelangan yang
secara khusus diadakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan

pelelangan ikan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang
disediakan di tempat pelelangan.

Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
tempat pelelangan yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain
untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh
BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan:vang menggunakan i
menikmati pelayanan jasa tempat pelelangan ikan dan fasilitas lainnya
pada tempat pelelangan. ,
Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan
peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan membayaran
Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.



BAZ III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

‘ BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelelangan ikan diukur

berdasarkan nilai lelang atas
produksi ikan yang dilel

ang di Tempat Pelelangan Ikan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

(Bagian Kesatu)
PRINSIP
Pasal 7

yang layak serta prinsip
perikanan.

(2) Keuntungan‘yang layak seba

keuntungan yang diperoieh
dilakukan secara efisien dan

gaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
apabila pelayanan tempat pelelangan ikan
berorientasi pada harga pasar.

(Bagian Kedua)
BESARNYA TARIF
Pasal 8

(1) Besarnya retribusi atas jasa. pen-yéleri
ditetapkan sebesar 3,5% (tiga koma li
penjualan ikan.

ggara témpat pelelangan ikan
ma persen) dari harga transaksi

(2) Retribusi sebagaimana dim

aksud pada ayat (1) dipungut dengan
perhitungan :

a. Sebesar 1,5 % dari penjual/pemilik; dan

b. Sebesar 2 % dari pembeli/pemenang lelang.

Pasal 9

(1) Besarnya tarif retribusi sebagimana - dimaksu

d pada Pasal 7 ditinjau
paling lama 3 (tiga) tahun sekali.



Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Walikota.

BAB ‘ VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi yang terhutang dipungut di dalam wilayah Kota Ambon di tempat
objek retribusi berada.

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
| " Pasal 11 '

(1) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas

waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan fasilitas tempat
pelelangan dari Pemerintah Kota.

(2) Retribusi terutang terjadi pada saat diberikan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan. : : :

BAB VIII .
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
(Bagian Kesatu)
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 13

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa kwitansi, kupon, atau kartu berlangganan.
(3) Hasil pungutan di setor langsung ke kas daerah.

Bagian Kedua
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus secara
tunai.

(2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.



Pasal 15

Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang
ditunjuk sesuai wakty yang ditentukan.

sud
pada ayat (1), hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah

selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam
waktu yang ditentukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Terhadap pcmbéyaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14

dan pasal 15 wajib diberikan tanda bukti pembayaran.

Setiap pembayaran dicatat dalam buku
bukti penerimaan pembayaran.

Bentuk, isi, kualitas, buku dan tanda bukti
ditetapkan oleh Walikota. :

penerimaan dan diberikan tanda

pembayaran retribus;

(Bagian Ketiga)
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17

pada waktunya atay kurang membayar.

Penagihan retribusi terutang didahuluj dengan surat teguran.

Pengeluaran surat teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis sebagai

awal tindakan pelaksanaan pPenagihan retribusi dikeluarkan segera
setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran,

Dalam jangka wakty 7 (tuwjuh) hari setelah tang
peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribyu
retribusi yang terutang.

gal surat teguran /
si harus melunasi

Surat teguran / peringatan / surét lain yang sejenis sebagai
pada ayat (1) dibuat oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Tata cara pPemungutan, pembayaran, tempat pembayaran dan penyetoran,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, pasal 14 dan pasal 15 diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bentuk formulir yang dipergunakan uy

retribusi sebagaimana dimaksug dalam p
walikota.

ntuk pelaksanaan penagihan
asal 17 ayat (1) ditetapkan oleh



(1)

B2A™ IX
KEBERATAN
Pasal 19

Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau
pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus dlajukan dalam Jangka waktu pahng lama 3 (tiga) bulan

sejak tanggal SKRD dlterbltkan kecuali jika wajib retribusi dapat

menunjukkan bahwa Jangka waktu itu udak dapat dipenuhi karena
keadaan diluar kekuasaannya

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaannya
wajib retribusi.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar rertibusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (eﬁam) bulan sejak tanggal
surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang
diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk
memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang
diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.

Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya

atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi

yang
terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat
dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan
tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 21

Jika. pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan

bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas)
bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X ..
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 22

Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Walikota melalui Dinas.

»)



paling lama 6 (enam) bulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampau dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan

arus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama
1 (satu) bulan.

Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahuly utang retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah
lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Walikota memberikan imbalan bunga

sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan pembayaran retribusi.

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusij sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan
secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang - kurangnya

menyebutkan :

a. Nama dan alamat wajib retribusi
b. Besarnya kelebihan pembayaran
c. Alasan yang jelas.

Permohonan pengembalian kelebihan retribusi disampaikan secara
langsung atau melalui pos tercatat.

Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat
merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 24

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat
perintah membayar kelebihan retribusi.

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang
retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (5),
pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti
pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti'pembayaran.

BAB X1
PENGURANGAN » KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 25

Walikota dapat memberikan peéngurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi.

10



Pemberian pengurangan atau ker~ na-

pada ayat (1) dengan n-mr & 1 k 2 a
lain dapat diberikan ke ad se o€ Ny
(mencicil).

Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain
diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau
kerusuhan serta dalam rangka kegiatan sosial.

(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan

(2)

dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
KEDALUWARSA, PENGHAPUSAN PIUTANG DAN
KEDALUWARSA PENAGIHAN |
| Pasal 26

Hak wuntuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung

~sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan

tindak pidana di bidang retribusi.

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh jika : ;

a. Diterbitkan surat teguran; atau

b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung
maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, kedaluwarsa penagihan di hitung sejak tanggal diterimanya Surat
teguran tersebut.

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan

masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan

angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
wajlb retribusi.

Pasal 27

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Piutang retribusi yang dapat dihapus adalah piutang retribusi yang
tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD
yvang tidak dapat atau tidak mungkin dapat ditagih karena Wajib Retribusi
meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak

mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta
kekayaan lagi. '

11



(4) Piutang retribusi seba
~ dapat dihapuskan
administras;j mengena

(5) Walikota men

gaimana dimaksud pada ayat (1)
setelah adanya

1 kedaluwarsa Péenagihan.

penghapusan retribusi

yang sudah

kedaluwarsg sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Tata cara penghapusan piutang retribys;i yang sudah kadaluwarsa diatur
dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
PEMERIKSAAN
Pasal 28

untuk menguji kepatuhan

a melaksanakan Peraturan
daerah ini.

(2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
a. Memperlihatkan dan/atay meminjamkan buky atau c

yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang b

atan, dokomen
objek retribusi yang terhutang.

Yungan dengan

4 ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelar  gan pemeriksaan
dan/atau

C. Memberikan keterangan yang diperlukan.

(38) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carg pemeriksarsn retribusi diatur
dengan Peraturan Walikota,

BAB X1V

IL PEMUNGUTAN ‘RETRIBUSI
Pasal 29

PEMANFAATAN HAs

SI tempat pelelangan ikan diutamakan
untuk mendanaj kegiatan

yang - berkaitan langsung dengan
penyelenggaraan pelayanan tempat pelelangan ikan
(3) Pemanfaatan pene_rimaan;sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
‘Sebagai berikut : |

a. sebesar 2,5 o, kepada Pérnerintah Kota Ambon melalui Dinas Kelautan
dan Perikanan;
b. sebesar 0,5 9 diperuntukan

an kepada juru lelang; dan
C. sebesar 0,5 9, diperuntukan

kepada Fasilitas tempat pelelangan.
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(4) Alokasi pemanfaatan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Biaya administrasi;

b. Uji Organoleptic;

c. Biaya survey lapangan;
- d. Biaya pembinaan; dan

e. Biaya pengawasan.

BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 30

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif

atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah.

(3) Besarnya pembayaran insentif ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 31

(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang -
undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Wewenang Penyidikan sebagaii’nana dimaksud pada ayat (1) adalah :

(2)

a.

o

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak Pidana di bidang retribusi daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas:
Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi;

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi;

Memeriksa buku—buku, catatan dan dokumen - dokumen lain
berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi;

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti

pembukuan, pencatatan dokumen-dokumen lain serta melakukan
penyitaan; : '

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi;

Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkaﬁ ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
pada hurufe;
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(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(1)

Ambon Tahun 2011 Nomor 7 Seri C Nomor 03)

h. Memotret seseoran

g yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi
daerah;

1. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

J. Menghentikan penyidikan ;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan.

memberitahukan
dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada
kepolisian republik Indonesia.

BAB XVII
SANKSI "ADMINISTRASI
Pasal 32

2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Selain sanksi dan denda sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikenakan

tindakan administrasi berupa larangan menggunakan/memanfaatkan
pelayanan pada tempat pelelangan ikan selama 6 (enam) bulan.

Sanksi dan denda sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) pasal ini
merupakan penerimaan daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 33

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusj
terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Denda sebagaimana dimaks

ud pada ayat (1) merupakan penerimaan
negara.

- BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya peraturan daerah ini,
berlaku lagi Peraturan Walikota Ambon
Penyelenggaraan Ikan Dan Pungutan Hasi

dinyatakan dicabut dan tidak
Nomor 7 Tahun 2011 tentang
1 Perikanan (Berita Daerah Kota
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 11 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

[. UMUM

Wilayah | 'perairan kota ‘Ambon dengan potensi sumber daya
perikanan yang dimiliki perlu dikelola demi peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan pendapatan asli daerah.

“ Demi menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan
secara optimal dan berkelahjutan serta kepastian hukum dalam
berusaha diperlukan adanya suatu kepastian hukum  bagi usaha
perorangan maupun badan yang memanfaatkan fasilitas yang
disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Tempat Pelelangan Ikan sebagai suatu tempat yang disediakan
oleh Pemerintah Daerah perlu pengeloléan secara komersial sehingga
dapat member manfaat yang lebih besar tidak hanya bagi pemerintah
daerah tetapi juga memberi nilai lebih bagi setiap pengusaha
perikanan. Karena itu pemanfaatan tempat pelelangan perlu dilakukan
berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, keterpaduan,
keterbukaan, efisiensi dan efektif.

Pemanfaatan sebagaimana dimaksudkan itu haruslah bertujuan
untuk :

1. Meningkatkan taraf hidup nelayan;

i 5 Mendorong perluasan kesempatan berusaha dan membuka

seluas mungkin kesempatan kerja/berusaha;

3. Meningkatkan pendapatan asli daerah; dan

4. Menjaga stabilitas harga ikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas
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Pasal 3

Ayat (1) Fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan

meliputi :

a.

2

o 0

=

Ruangan/Tempat Pelelangan;

Air bersih;
Listrik;

Kotak penyimpan ikan (Cool Box);

Meja Lelang;
Keranjang Tampung Ikan;

Timbangan;

. Juru Lelang.

Ayvat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3) j
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
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Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 15 >
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 16

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup Jelas
Ayat (5)

Cukup Jelas
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Pasal 20
Ayat (1)
Cvxup. as
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Avat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2) :

Cukup Jelas

Pasal 25
Ayat (1) :

Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3) ;

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup Jelas
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Pasal 26

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3) :

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup Jelas
Ayat (5)

Cukup Jelas
Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3)

Huruf a

Peruntukan retribusi’  sebesar 2,5%
Pemerintah Kota Ambon lewat Dinas Kelautan dan
Perikanan diperuntukan bagi uji organoleptik dan
biaya pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam

Pasal 48 dan Pasa] 50 Undang-Un

Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas Undang—Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

' perikanan.
Huruf b

Juru Lelang untuk melakukan pelelangan pada
tempat pelelangan tidak boleh berasal dari Pegawai
Negeri Sipil atau orang yang sedang terikat kontrak

dengan Dinas.



Huruf ¢

Pembagian dana sebesar 0,5% dalam ayat ini
dimaksudkan untuk pemeliharaan fasilitas sarana
pelelangan seperti tempat penyimpanan ikan
sementara (coolboks), alat pendingin (freezer),
timbangan, keranjang/bakul, pembersihan tempat,
air bersih, tempat pembekuan ikan (coldstorage),
dan meja lelang.

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jeles
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup Jelas
Avat (2)
Cukup Jelas
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